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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Konvensi Hukum Laut tahun 

1982 (KHL 1982) atau United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 

(UNCLOS 1982), sebagai solusi terhadap sengketa di wilayah laut negara-negara di 

dunia, dan menjadi dasar bagi setiap negara dalam melakukan penetapan wilayah 

lautnya dan segala kegiatan yang dilakukan di zona laut. Seperti apa yang tertulis 

dalam preamble UNCLOS 1982, yang menyatakan: “1 

“The States Parties to this Convention, Prompted by the desire to settle, in a 
spirit of mutual understanding and cooperation, all issues relating to the law 
of the sea and aware of the historic significance of this Convention as an 
important contribution to the maintenance of peace, justice and progress for 
all peoples of the world ...” 
 
Dapat diartikan bahwa, senyatanya setiap negara di dunia memiliki keinginan 

untuk menciptakan perdamaian di dunia, khususnya pada isu-isu yang menyangkut 

tentang hukum laut. Selanjutnya, diperjelas dengan adanya pernyataan dalam 

preamble, yang merupakan tujuan dari adanya hukum laut yang dikodifikasikan 

dalam UNCLOS 1982 untuk menguatkan perdamaian, keamanan, dan hubungan yang 

bersahabat antar negara sebagai keselarasan dalam prinsip justice and equal rights.  

UNCLOS 1982 ditetapkan sebagai pedoman hukum laut internasional, tidak 

serta merta meredam sengketa laut antar negara-negara di dunia, melainkan 

 
1.      Preamble UNCLOS 1982, Alinea I 
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munculnya masalah-masalah baru, seperti adanya sengketa tumpang tindih klaim 

yurisdiksi antara negara-negara yang berbatasan dan perebutan kepemilikan pulau-

pulau2. Selama UNCLOS 1982 disahkan hingga saat ini, sengketa tumpang tindih 

klaim yurisdiksi negara-negara masih sering terjadi dan telah menjadi perhatian 

dunia, salah satunya ialah sengketa tumpang tindih di Laut Cina Selatan. 

Laut Cina Selatan merupakan laut yang luasnya sekitar 3,5 juta kilometer 

persegi3 yang berbatasan dengan beberapa negara, seperti Cina, Filipina, Vietnam, 

Malaysia, Brunei dan Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan laut tertutup atau 

semi-tertutup dikarenakan letaknya yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang 

dimana diatur tersendiri dalam UNCLOS 1982 yaitu Bab IX. Pasal 122 mengatur 

mengenai batasan mengenai laut tertutup atau semi-tertutup, yang berarti suatu teluk, 

lembah laut (basin) atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan 

dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau 

yang terdiri seluruhnya atau terutama dari Laut Teritorial dan Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) dua atau lebih negara pantai. Sebagai laut tertutup atau semi tertutup 

yang di kelilingi oleh lebih dari dua negara menyebabkan Laut Cina Selatan sebagai 

wilayah yang menjadi pusat terjadinya tumpang tindih yurisdiksi antara Cina, 

Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.  

 
2.     Usmawadi., Menciptakan Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi 
Hukum Laut 1982, disampaikan dalam Seminar Perkembangan Hukum Maritim Internasional di Laut 
Cina Selatan di Fakultas Hukum Unsri Palembang tanggal 2 Desember 2019, hal. 3 
3.     Tahegga Primananda Alfath dan Riyo L Nugroho., “Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis 
Sumber Daya Kelautan Lintas Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan”, Legality 
Jurnal, Vol. 24 No. 2 September 2016 – Februari 2017, hal. 158 
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Kawasan-kawasan di laut tertutup atau semi-tertutup mengandung benih-

benih ketidaksamaan pandangan antar negara-negara tepi.4 Lalu, apabila di kawasan 

tersebut terdapat banyak fitur alamiah yang tidak atau belum jelas statusnya5 sehingga 

dapat menyebabkan adanya overlapping claim dari negara-negara tepi yang 

berbatasan dengan laut tertutup atau semi-tertutup tersebut. Tumpang tindih 

yurisdiksi tersebut dikarenakan adanya perluasan yurisdiksi oleh negara pantai hingga 

200 mil laut untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur dalam pasal 57 

UNCLOS 1982 dan untuk Landas Kontinen diatur pada pasal 76, yang menjelaskan 

bahwa negara pantai dapat melakukan perluasan sejauh 200 hingga 350 mil laut dari 

garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Setelah adanya pengaturan di atas, 

setiap negara tepi mengajukan klaimnya atas ZEE dan Landas Kontinen yang dimana 

hal tersebut merupakan hak dari setiap negara. Klaim tersebut selanjutnya 

digambarkan dalam peta, di bawah ini:  

 
4.     Usmawadi., Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar, Unsri Press, Palembang: 2016, hal. 201 
5.    Ibid, hal. 201 



 

 

4 

 
 

       Sumber: https://www.economist.com/analects/2012/08/06/troubled-waters 
 

 
Seperti yang digambarkan dalam peta di atas, bahwa setiap negara tepi 

mengajukan klaim di wilayah ZEE dan Landas Kontinen sesuai dengan apa yang 

telah diatur dan tertuang dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya penarikan garis 

maksimum baik dalam ZEE maupun Landas Kontinen, menyebabkan adanya 

tumpang tindih klaim di setiap negara tepi Laut Cina Selatan. Namun, klaim terhadap 
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Laut Cina Selatan seringkali didasarkan pada adanya alasan historis.6 Seperti halnya, 

Cina yang melakukan klaim lebih dari 95 persen Laut Cina Selatan7 berdasarkan 

alasan historis dengan menyatakan bahwa Cina yang pertama kali menemukan, 

mengembangkan dan mengelola wilayah kepulauan sebagaian dari wilayah territorial 

mereka, dan Cina juga berdalih bahwa para nelayan dan pedagang Cina telah 

melakukan kegiatan perdagangan di Kawasan Laut Cina Selatan selama berabad-abad 

lamanya.8 Tumpang tindih klaim yurisdiksi juga diakibatkan karena adanya peta 

Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dash Line) yang dikeluarkan oleh Cina yang 

dimana peta tersebut melewati wilayah negara-negara tepi Laut Cina Selatan, seperti 

Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Indonesia.9 

Penyelesaian tumpang tindih batas ZEE dan Landas Kontinen antara negara-

negara yang bersengketa dapat diselesaikan secara bilateral, trilateral dan 

multilateral10 maupun diselesaikan melalui Arbitrase Internasional atau Mahkamah 

Internasional. Filipina pada tahun 2013 membawa sengketa kepemilikan kepulauan di 

Laut Cina Selatan melalui Arbitrase Internasional dengan menggugat Cina dengan 

dasar gugatan bahwa Cina telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Hukum 

Laut 1982, status fitur maritim di Laut Cina Selatan dan peran hak historis dan 

 
6.    Bachrulhayat Koswara, Konflik Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional, 
Unpad Press, Bandung: 2017, hal. 60 
7.     Pete Cobus, “Konflik dan Diplomasi di Laut”, Voice of America, 
https://projects.voanews.com/south-Cina-sea/indonesian/ diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 
11.46 
8.      Jean Ver Pugal Pia, Conflicting Teritorial Claims in The South Cina Sea, Disertasi untuk World 
Maritime University, tahun 2003, hal. 26 
9.     Op Cit., Usmawadi., hal. 4 
10.    Ibid, hal. 5 
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sumber daya maritim di Laut Cina Selatan.11 Pada tahun 2016, Permanent Court of 

Arbitration (PCA) mengeluarkan press release dengan menyatakan bahwa klaim 

Cina terhadap Laut Cina Selatan ditandai dengan adanya Nine Dash Line tidak 

berdasar dan tidak adanya bukti yang kuat yang dapat membuktikan klaim historis 

Cina terhadap Laut Cina Selatan, lalu arbitrase menyatakan bahwa Cina telah 

melanggar wilayah ZEE Filipina dengan melakukan intervensi dalam eksplorasi 

perikanan dan pertambangan yang dilakukan oleh Filipina.12  

Dengan adanya putusan arbitrase tersebut tidak serta merta dapat meredam 

konflik di Laut Cina Selatan. Terdapat beberapa alasan mengapa claimant states tetap 

bersikukuh atas klaimnya masing-masing. Pertama, wilayah Laut Cina Selatan 

mengandung berbagai sumber daya alam di dalamnya. Selanjutnya, Laut Cina Selatan 

merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan pelayaran kapal-kapal 

internasional dikarenakan letaknya yang strategis, yang dapat menghasilkan senilai 5 

triliun USD dalam hal pengiriman perdagangan pertahunnya.13 Terakhir, 

pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Asia, mengakibatkan negara-negara ingin 

menguasai Laut Cina Selatan, sehingga nantinya dapat membawa manfaat yang 

sangat besar dari segi ekonomis bagi suatu negara.  

 
11.    South Cina Sea Arbitration Award, The Republic of Philippines v. The People’s Republic of Cina, 
hal. 9-10  https://pca-cpa.org/en/cases/7/. Diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 12.00 
12.    Ibid  
13.    Lorenz Langer., “The South Cina Sea as a Challenge to International Law and to International 
Legal Scholar”, Barkley Journal of International Law, Vol. 36, Isssue 3: 2018, hal. 386  



 

 

7 

Laut Cina Selatan juga memiliki letak wilayah yang sangat strategis, yakni 

sebagai laut marginal di selatan Cina yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik 

yang berbatasan dengan daratan Asia Tenggara, yang dikelilingi oleh Selat Taiwan di 

bagian timur laut, di bagian timur berbatasan dengan Taiwan dan Filipina, di bagian 

selatan dan tenggara berbatasan dengan Kalimantan, dan juga berbatasan dengan 

Semenanjung Melayu.14 Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan 

internasional yang menghubungkan benua Asia dengan Eropa dan Afrika. Sehingga 

pada tata laut internasional, Laut Cina Selatan dianggap sebagai kawasan yang 

memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga menjadikan wilayah ini 

sangat penting.15 

Diketahui bahwa, pada wilayah perairan Laut Cina Selatan terdapat kekayaan 

alam yang tersimpan di dalamnya. Menurut The Geology and Mineral Recourses 

Ministry of the People’s Republic of Cina (RRC) memperkirakan kandungan sumber 

daya alam, terutama minyak yang terdapat di Kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 

miliar ton dan menjadikan Kepulauan Spartly sebagai tempat cadangan minyak 

terbesar keempat di dunia.16 Pada Laut Cina Selatan sendiri terdapat kandungan 

 
14.        Eugene C LaFond., South Cina Sea, https://www.britannica.com/place/South-Cina-Sea, diakses 
pada Sabtu, 28 September 2019 pukul 20.13 WIB 
15.     Devina Prasetyani, Upaya Pemerintah Indoensia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional di Laut 
Cina Selatan, Universitas Muhammadiyah Malang, Thesis, 2016, hal. 5 
http://eprints.umm.ac.id/29521/1/jiptummb--devianapra-28142-2-babi.pdf diakses pada Sabtu, 28 
September 2019 pukul 20.25 WIB 
16.    Tahegga Primananda Alfath dan Riyo L Nugroho., “Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis 
Sumber Daya Kelautan Lintas Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan”, Legality 
Jurnal, Vol. 24 No. 2 September 2016 – Februari 2017, hal. 159 
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cadangan minyak sebesar 28 miliar barel dan 10% cadangan perikanan dunia.17 

Diperkirakan produksi minyak di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari 1.3 juta 

barel per harinya.18  

 
Sumber: https://www.americansecurityproject.org/asps-latest-perspective-piece-counteracting-chinese-

hegemony-in-the-south-Cina-sea/ 
 

 
17.    Peter Pham, “Why Is Tension Rising In The South Cina Sea”, https://www.forbes.com/sites/peter-
pham/2017/12/19/why-is-tension-rising-in-the-south-Cina-sea, dalam Usmawadi, Menciptakan …  hal. 
1. 
18.   South Cina Sea Oil and Natural Gas, https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-
oil.htm, diakses pada 11 Januari 2020 pukul 21.49  
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Adanya cadangan minyak dan gas yang tertimbun dalam Laut Cina Selatan 

merupakan salah satu factor terjadinya sengketa yang didasarkan adanya 

pertimbangan geopolitical, sehingga semua negara pengklaim ingin untuk menguasai 

dan mengekploitasi sumber daya alam tersebut.19 Bukan hanya itu, eksplorasi dan 

pengembangan sumber daya hidrokarbon di Laut Cina Selatan akan menjadi cara 

untuk mengukuhkan wilayah territorial mereka dan sebagai kontrol atas saluran laut 

yang sedang dibor di wilayah tersebut.20 Berdasarkan pasal 83 UNCLOS 1982 

mengatur mengenai penetapan garis batas Landas Kontinen antar negara-negara yang 

pantainya berhadapan atau berdampingan. Dalam pasal 83 ayat (3) diatur bahwa 

selama menunggu perjanjian antara negara-negara tersebut, dengan mengedepankan 

semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk 

mengadakan pengaturan sementara yang sifatnya praktis dan selama masa peralihan 

ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas, 

namun pengaturan tersebut tidak boleh merugijan penetapan garis batas yang telah 

tuntas. Dikarenakan penetapan garis batas Landas Kontinen antar negara-negara tepi 

di Laut Cina Selatan belum terselesaikan dengan jelas dan sebagai laut tertutup atau 

semi-tertutup yang dimana merupakan kawasan yang berdampingan atau dikelilingi 

oleh dua atau lebih negara, maka dalam hal ini UNCLOS 1982 diatur mengenai 

kewajiban negara-negara tepi. Hal tersebut diatur dalam pasal 123 yang berbunyi;  

 
19.     Jean Ver Pugal Pia, Conflicting Teritorial Claims in The South Cina Sea, Disertasi untuk World 
Maritime University, tahun 2003, hal. 15  
20.    South Cina Sea Oil and Natural Gas, https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-
oil.htm, diakses pada 11 Januari 2020 pukul 21.55 
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“Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau semi-tertutup 
hendaknya bekerjasama satu sama lain dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Untuk keperluan ini, mereka harus 
berusaha secara langsung atau melalui organisasi yang tepat: 

a. Untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan 
eksploitas sumber kekayaan hayati laut; 

b. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka 
bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut; 

c. Untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk 
bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersaama riset 
ilmiah di kawasannya; 

d. Untuk mengundang, menurut keperluan, negara lain yang berminat 
atau organisasai internasional untuk bekerjasama dengan mereka 
dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.” 

 

Sesuai dengan pasal 123 huruf (a) dan apa yang telah diuraikan di atas, laut 

tertutup atau semi-tertutup merupakan laut yang memiliki banyak kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dan sering kali menjadi faktor terjadinya konflik antar 

negara-negara, dan diatur juga mengenai kerja sama dalam mengelola sumber daya 

alam antara negara-negara tepi. Hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat 

dilakukan dalam memecahkan masalah tumpeng tindih klaim.21 Oleh karena itu, 

penulis dalam hal ini ingin melakukan penelitian dalam hasil sebuah tulisan atau 

skripsi tentang pengelolaan bersama negara-negara tepi laut tertutup atau semi 

tertutup dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai cara yang efektif dalam 

meredam sengketa di laut tertutup atau semi tertutup, terkhusus di Laut Cina Selatan.  

 

 
21.    Ibid 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji di 

penelitian ini adalah bagaimana upaya dan hambatan bagi negara-negara tepi di Laut 

Cina Selatan dalam pengelolaan bersama sumber daya alam menurut UNCLOS 

1982? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya negara tepi laut tertutup atau semi-tertutup 

dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UNCLOS 

1982; 

2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam terwujudnya pengelolaan bersama 

sumber daya alam di Laut Cina Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain:  

 

 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan di bidang hukum laut internasional, khususnya tentang upaya negara 

tepi laut tertutup atau semi-tertutup dalam melakukan pengelolaan sumber daya 

alam berdasarkan UNCLOS 1982. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat menerapkan ilmu 

yang telah didapat selama masa kuliah mengenai hukum internasional, 

khususnya pada bidang hukum laut internasional. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi 

kepada pembaca mengenai upaya negara tepi laut tertutup atau semi-

tertutup dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan 

UNCLOS 1982. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada upaya kerja sama negara-

negara tepi di Laut Cina Selatan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam 

bersama berdasarkan ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 

1982. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Enclosed or Semi-Enclosed Sea 

Konvensi hukum laut 1982 mengatur mengenai laut tertutup atau setengah 

tertutup yang diatur dalam Bab IX. Pada pasal 122, laut tertutup atau setengah 

tertutup ialah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan 

dengan laut lainnya atau samudera oleh alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya 

atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara 

pantai. Menurut seorang sarjana, Ketchum (1983) mendefinisikan laut tertutup/semi-

tertutup ialah “is connected with the open ocean in a way which modifies and 

controls the circulation within the sea and produces an enviroment and an ecosystem 

which is unique and different from the adjacent coastal waters.”22  

 

2. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Menurut Horison, 

sumber daya alam merupakan semua benda-benda yang dibutuhkan manusia dan 

diperoleh dari hutan, bebatuan, tanah dan laut, juga termasuk emas, kayu dan ikan.23  

Adapun sumber daya alam dapat dibagi kedalam beberapa macam:24 

 
22.     Terry Healy and Kenichi Harada, Editorial: Enclosed and Semi Enclosed Coastal States, Journal 
of Coastal Research, Vol. 7 No. 1, tahun 1991 
23.    Hartono, Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta, Citra Praya, Bandung: 2007, hal. 58 
24.    Sigit Widianto dkk, Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial, Yudhistira, Jakarta: 2007, hal. 2 
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a. Sumber Daya Alam Dilihat dari Jenisnya 

Dilihat dari segi jenis, sumber daya alam dibagi kedalam dua jenis, 

yakni sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber 

daya alam non-hayati yang dimana berasal dari benda-benda mati, contohnya 

ialah bahan tambang, air dan batuan. 

b. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui  

Sumber daya alam pada kategori ialah tidak dapat didaur ulang atau 

hanya dapat dipakai sekali saja sehingga sumber daya alam tersebut tidak dapat 

dilestarikan. Contoh sumber daya alam yang hanya digunakan sekali saja ialah 

minyak bumi, batu bara, gas, timah dan lain-lain. 

c. Sumber Daya Alam yang Tidak Terbatas Jumlahnya 

Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya adalah sumber daya 

alam yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya, karena itu manusia bisa 

memanfaatkan setiap waktu. Contohnya ialah air laut, udara, dan sinar 

matahari. 

 

3. Landas Kontinen 

Yoshifumi Tanaka dalam bukunya, menjelaskan pengertian Landas Kontinen 

berdasarkan aspek geografis, yaitu “is an area adjacent to a continent or around an 
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island extending from the low-water line to the depth at which there is usually 

marked increase of slope to greater depth.”25  Sebelum Perang Dunia II, sumber daya 

alam di dasar laut kurang menarik perhatian negara-negara, namun setelah Perang 

Dunia II dikarenakan meningkatnya permintaan minyak dunia. Terlebih kemajuan 

teknologi memungkin adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Landas 

Kontinen. 

Pada 28 September 1945, Amerika Serikat mengumkan Proklamasi Truman 

untuk memperluas yurisdiksinya atas sumber daya alam di Landas Kontinen.26 

Proklamasi tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki hak atas sumber 

daya alam di Landas Kontinennya untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut 

selanjutnya sebagai dasar dibuatnya Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas 

Kontinen, yang kemudian diperbaharui dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Landas 

Kontinen diatur dalam bab tersendiri pada bab VI. Pada pasal 76 ayat 1, Landas 

Kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah 

permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah 

wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 

mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran 

luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut  

 
 

25.     Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea,  Cambridge University Press, Inggris: 
2015, hal. 137 
26.      Dina Sunyowati dan Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut, Airlangga University Press, 
Surabaya: 2013, hal. 84 
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G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan objek yang diteliti dalam penulisan ilmiah ini, maka dari itu, 

penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 

normatif. Metode penelitian hukum normatif senyatanya meneliti hukum dari 

perspektif internal dengan objek penelitiannya yang dikaji adalah norma hukum.27 

Penelitian ini memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi atau opini yuridis 

ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.28 Penelitian ini, meneliti 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier29.  

Pelaksanaan penelitian hukum normatif meliputi, penelitian terhadap asas 

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi 

hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian terhadap sejarah 

hukum. 30 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, 

antara lain: 

 
 

27.     I Made Pasek Diartha., Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 
Prenada Media Group, Jakarta: 2017, hal. 12 
28.     Ibid 
29.     Soerjono Soekanto., Penghantar Penelitian, UI Press, Jakarta: 2008, hal. 2 
30.     Ibid 
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a. Pendekatan Hukum 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan melalui 

sumber hukum internasional seperti konvensi, putusan pengadilan, dan 

beberapa pendapat ahli. 

 

b. Pendekatan Sejarah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menjelaskan 

lebih rinci mengenai sejarah terjadinya sengketa di kawasan Laut Cina Selatan 

sehingga mengakibatkan adanya tumpeng tindih klaim dari masing-masing 

negara tepi. 

 

c. Pendekatan Perbandingan 

Penelitian ini membandingan dua variable yang memiliki karakteristik 

yang sama. Variable yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Laut Cina 

Selatan dengan laut tertutup atau semi tertutup lainnya, seperti Laut Cina 

Timur. Skripsi ini mengkaji regulasi UNCLOS di Laut Cina Selatan serta 

perbandingan yang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengelolaan bersama 

sumber daya alam di laut tertutup atau semi tertutup yang dilakukan oleh 

negara-negara UNCLOS. 
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3. Jenis dan Sumber Hukum 

a. Bahan Hukum Primer:  

Bahan-bahan hukum primer yang relevan sebagai sumber hukum 

primer dalam penulisan penelitian ini adalah Konvensi Hukum Laut 

Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, dan 

perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun 

multilateral. 

 

b.       Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum 

yang bersifat ilmiah, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.31 

Publikasi hukum ini dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah. 

 

c.         Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam bahan 

hukum tersier berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.32 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
31.     Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 2017, Jakarta: Kencana, hal. 181 
32.     Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 2010, 
Jakarta: Rajawali Pers, hal.13-14 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik studi kepustakaan, untuk memperoleh data primer dan 

sekunder yang mempunyai korelasi dengan objek yang diteliti oleh penulis menurut 

dengan UNCLOS 1982. Penulis juga menggunakan media untuk menemukan 

berita-berita terkini yang sesuai dengan tema penelitian ini. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

menggunakan logika deduktif dengan cara menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum 

lalu menarik kesimpulan kearah yang lebih khusus. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan digunakan dengan cara menganalisis data-data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, yang diuraikan 

dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik 

beberapa kesimpulan yang menggunakan jawaban dari permasalahan yang dibahas  

dalamskripsI
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